
BUPATI KAUR 
PROVINS! B ENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR: 63 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN' PELAKSANAAN IZIN USAHA 
MJKRO DAN KECIL KEPADA CAIIIAT DI KABUPATEN KAUR 

DEN<iU RAHQT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR. 

• Menimbang a . bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu 
usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak <la.lam usaha 
perdagangan. sektor informal, perlu dilakukan pembe.rdayaan 
untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya 
diberikan kemudahan dalam pemberdaya~, berupa 
pendekatan pelayanan perizinan usaha m.elalui program 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

• 
Mengingat 

b . bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan legali~s h\:!kum 
dalam bentuk izin usaha untuk memperkuat dan 
mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian 
dan petlindungan hukum; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 
98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha Mikro dan 
Kecil, Pelaksanaan IUMK adalah Camat yang mendapatkan 
Pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota; 

d. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ,menetapkan 
Peraturan Bupati tentang pendelegasian ke}'l'ewenangan 
Pelaksan~n lzin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Cam.at di 
Kabupaten Kaur; 

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Nega;a Repu blik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones.ia Nomor 4266); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menenga:h (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah un 2008 No 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4 866); 

3. Undang-Undang Nom or 03 Tahun 2014 tenta:ng ~erdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negar:a Republik Indon esia Nomor 
5492); 



• 
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Menetapkan 

4. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2014 tentang Perindustria 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20~4 Nomor 4~ 
;~~~ Lembaran Negara Repiiblik Indonesia Nome 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahai 
Daerah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 201· 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi· 
Nomor,_ 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kai 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201' 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2; 
Tahun .2014 tentang Pemerintahan Daerah (Leml:laran Negar; 
Repubhk Indonesia Tabun 2015 Nomor 58 Tambah 
Lembaran Negara Repubhlc Indonesia Nomor 5679); ar 

6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 20.14 tentan~ 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentan 
Usaha ~ikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republit 
Indonesia T~un 2013 Nomor 40, Tambahan Lembarar. 
Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

7 . Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinari 
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republil! 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikrc 
dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia T,ahun 2014 
Nomor 1814). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN 
KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KAUR. 

RABI 
KETENTUAN UMUM 

Pua! 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 
2. Bupati adalah Bupati Kaur. 
3. Oisperind agkop adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperas: 

Kabupaten Kaur. 
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin olet 

Camat. 
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau/badar 

usaha yang memilik kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lirn~ 
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasi 
penjualan tahunan paling banyak: Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yani 
dilalrulcan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakar 
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimil.ki, dikuasai, atau menjad 
bagian baik lartgsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaht 
Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima pulut 
juta rupiah} sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus jut! 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualar 
tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan palin1 

,-,---Rar;tYak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratusjuta rupiah). 
Sc.K~;:t',Al,\T c,.\i;Rf..t! l~CIJ(l;\T.:IJ J.:l,IJ, 1 

Bi\GIAIJ l~Ul:UM 
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7. lzin Usaha adalah bukti tertulis yang dtberikan oleh Pejabat yang berwenang 
sebagru bukti legalitas yang r.crenyatakan sah bahwa Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil telah memem.ihi persaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan 
kegiatan usaha tertentu. 

8. [zin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah 
lembar tanda legalitas kepada pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk 
lzin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar. 

9. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK a<;lalah 
orang yang melakukan Usaha Mikro dan Kecil dilokasi yang telah ditetapkan, 
termasuk p,edagang kaki lima yang menempati lokasi yang ditetapkan. 

10. Lokasi lUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha tnikro dan kecil yang 
berada dilokasi sesuai dangan domisili pelaku usaha. 

11. Pelayanan Admistrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN 
adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan 
sampai tahap terbitnya dokumen dala.JJl satu tempat. 

12. Kriteria Usaha adalah ukuran yang menjadi penilaian atau penetapan dalam 
suatu usaha . 

Paaal 2 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pendelegasian wewenang dan 
pengaturan pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro danKecil (PUMK). 

Pua13 

Prinsip pelaksanaan lUMK: 
a . prosedur sederhana, mudah dan cepat; 
b. keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan masyarakat; 
c. kepastian hukum dan kenyamanan usaha.; dan 
d. pembinaan PUMK untuk meningkatkan Kriteria Usaha. 

Pasal 4 

Tujuan IUMK untuk : 
a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalaro berusaha dilokasi yang telah 

ditetapkan; 
b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; 
c. meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyar~f:\t; 
d. mendapatkan kemudahan dalam aks.es pembiayaan kelembagaan keuangan 

bank dan non-bank; dao 
e. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, daerah 

dan/atau lembaga lainnya. 

BABII 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan pemberian IUMK didelegasikan kepada Camat. 
(2) Camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana di.maksud pada ayat (l) 

membentuk Tim pelaksana. · 

lWETAKl-',Tti·' f<A. I MBJ?ATEN X,l•JP, 
01\CIAll HU KUM . 

• 
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BAB III 
PELAKSANAAN IUMK 

Pasal 6 

(1) Setiap PUMK wajib memiliki: lUMK 

(2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku Juga sebagai 1zin Gangguan 
(HO). 

Pasal 7 

,(1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi PUMK diwilayah kerjanya 
berkoordinasi dengan Lurah/Kcpala Desa. · 

(2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan : 
a. Identitas PUMK ; 
b. Lokasi PUMK di wilayah kecamatan; 
c. Jenis tempat usaha; 
d. Bidang usaha; dan 
e. Besarnya modal usaha. 

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaku)<a.n dengan 
memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, 
keamanan, ketertiban, kesehatan, dan/atau kebersihan lingkungan. 

PasalS 

(1) PUMK harus melakukan pendaftaran IVMK kepada Camat. 
(2) Pendaftaran PUMK sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) meliputi: 

a. Permohonan IUMK: 
b. Petneriksaan IUMK; 
c. Pemberian IUMK; dan 
d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK. 

Pasal 9 

Pelayanan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui PATEN 

Paaal 10 

(I) Pennohonan fUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a 
diajukan kepada Ca.mat, menggunakan. fonnulir yang telah discdiakan, dengan 
melampirkan persyaratan sel:!agai berikut 
a. surat pengantar dari RT atau RW yang diketahui oleh Lurah; 
b. surat pengantar dari Kepa Desa; 
c . fotocopy kartu tanda penduduk; 
d. fotocopy kartu keluarga 
e. pas foto terbaru berwama llkuran 4x6 sebanyak 2 (du a) lembar 
f. mengisi pormulir ten tang: 

1. nama; 
2. nomor Kartu Tanda Penduduk; 
3. nomor telepon; 
4. alania.t; 
5. kegiatan usaha; 
6 . sarana usaha yang digunakan; 
7 .jumlab modal usaha; 
8. persetujuan tetanggga; dan 
9 . dokumen pengelola lingkungan, apabila usahanya mempunyai dampak 

lingkungan yang signifi.kan. 
Sfxi,:u.JilATC,, ,~II IJ, ALI! KAL! I 

81\GIA l!Hi~ 

[,ttL~II w:l:&iit916 !)(!..I 



• 

• 

(2) Tatacara pendaftaran dan bentuk formulir permohonan IUMK sebagaimana 
tersebut dalam Jampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 11 

(1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK. 
(2) Berkas pendaftaran yang memenuhi persyaratan Ibenjadi dasar pemberian 

IUMK. 
(3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat 

mengembalikan berkas kepada PUMK agar dilep.gkapi, pallilg lambat 1 (satu) 
hari kerja sejak tanggal peneriamaan surar permohonan pendafta.Fan IUMK. 

Pasal 12 

(I) Camat menerbitkan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar. 
(2) IUMK diterbitkan paling la.mbat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan 

surat pennohonan pendaftaran IUMK diterima lengkap dan benar. 
(3) Pemberian IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi, dan / atau pungutan lainnya. 

PaaaJ 13 

(1) Bentuk naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
mencakup: 
a. kop surat; 
b. nama lUMK; 
c. nomor surat; 
d . dasar hukum; 
e. detai l pemohon, terdiri atas : 

1. Nama; 
2. Nomor kartu tanda penduduk; 
3. Nama usaha; 
4.Alamat; 
5. Nomor lelepon; 
6. NPWP;dan 
7, Bentuk usaha; 

f. Stiker hologram anti pembajakan; 
g. Bercode; dan 
h. Tanda tangan camat. 

(2) Naskah 1 (satu) Jembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menggunakan perizinan secara elektronik. 

(3) Bentuk format Contoh IUMK sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Pasal 14 

(1) Camat berwenangmelakukan pencabutan IUMK. 
(2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: 

a. PUMK meninggal dunia ; 
b . Terjadi perubahan kepemilikan usaha; 
c. Tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan Bupati ini; 
d. PUMK melanggar larangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; 
e. PUMK melanggar peraturan perundang-un dangan dan terkait dengan bidang 

usahanya; dan/ atau 
f. PUMK tidak melakukan usaha lebih dari l (satu) tahun. 

(3) Pencabutan IUMK yang disebabkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) huruf c, huruf d, huruf e, dan, huruf f, dilakukan setelah Camat memberikan 
Su rat Tegur.an kepada PUMK tidilk melaksanakan Surat Teguran dari Camat, 

- - -=,telah..Sw:at-'teguran Ketiga disampaikan kepada PUMK.. 
!,tKR~]\P.liffO, p .. 1,1: 1J,!.J, TE'~ <.1.fJt. 

e AG IAtl Ml l1;u .. 1 I 
r :.tAH OIP-cS~$ 0/11'. oi;cun KF,Ei:NMt"'•;N'( . 
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(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga.) 
kali tenggang waktu 7 (tujuh) Hari. 

BAB IV 
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN 

Pa.al15 

PUMK berkewajiban : 
a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan IUMK yang dimiliki; dan 
b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegitan 

usahanya. 

Pasal 16 

PUMK berhak: 
a. melaksana.kan kegiatan usaha : 
b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait kegiatart 

usahanya; 
c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdaya.an dari Pemerintah 

Daerah; dan 
d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembaga keuangan, bank 

atau rton bank. 

Pasal 17 

PUMK dilarang : 
!\· memperdagangkan barang da1,'1/ataujasa ilegal i dan 
b. melakukan kegiatan U$aha yang bertentangan dengan peraturan perundang­

undangan. 

BABV 

.MONITORING, EVALtTASI DAN PELAPORAN 

Pasal 18 

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian 
IUMK. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 
oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Kopersi dan UKM. 

Paaal 19 

(1) Lurah dan Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan usaha PUMK di 
wilayahnya kepada Camat. 

(2) Camat menyampaikan laporan basil pemberian IUMK kepada Bupati melalui 
Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM. 

(3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubemur. 
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di~kan 

setiap triwulan. 

BABVI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20 

(1) Bupati rnelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 
pemberian IUMK. 

i;
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada {1) dikoordinasikan 
meliilui O.inaii"'.£!'!tindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM. 
8 f. \ !q ) i.J ,\ u I 1 
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(3) Cainat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 
pemberian IUMK diwilayah kerjanya. 

(4) Tata Cara Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan IUMK sebagaimana 
tersebut dala.m Lampiran II yang merupakah bagian tidak terpisa:hkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal21 

(1) Bupati membentuk Tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian 
lUMK. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk : 
a. melakukan evaluasi pelaksana.an lUMK; dan 
b. mengko,ordinasikan terpenuhinya personil, pe.mbiayaan, sarana prasarana 

Dokumentasi pelayanan IUMK. 
(3} Pelaksanaan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada 

Bupafi. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

PasaJ.22 

Pembiayaan pelaksanaan Il.[MK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pua) .23 

Peratu.aran Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dala.in Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Stl<.1Et'\Rl,\TC,-\Ef!A\1 KAfJIJlr.T•f, I ~.L 1 

BAGIAII H IJ KU ',1 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal ~i{ OPlO"tr 2016 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT N KAUR, 

NANDAR MUNADI, s.soa., M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19690127 199003 1 004 

Ditetapkan di Bintuhan 
Pada tanggal .9-tj 0i,c,tol)cr 2016 

C,.,- BUPATI KAUR,, 

\ OUSk PAUSJ 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR : YSO 
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Lampiran I Peraturan Bupati kaur 
Nomor : 03 tahun 2016 
Tanggal : O.lf o~-to~r- 2016 

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) 
KEPADA CA.MAT KABUPATEN KAUR 

TENTANO TATA CARA PENDAFTARAN DAN FORMULIR 

1. Tata Cara Pendaftaran clan Formulir 
J.. PUMK mendaftarkan langsung kepada Camat atau melalui Pend'amping yang 

sudah ditunj1.lk oleh Camat; 
2 . PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada 

Camat; 
3. Mengisi formulir yang disediakan bermaterai Rp. 6.000,-; 
4. IUMK diterbitkan paling lambat l (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan 

surat permohonan pendaftaran diterima lengkap dan benar; 
5. Pengembalia.n berkas yang kura.ng lengkap paling lambat 1 (satu) hari kerja; 
6. Pemeriksaan berkas dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja ,sejak berkas 

diterima; 
7. Pemberian berkas IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, 

retribusi dan atau pungutan lainnya; 
8. Penerbitan izin dengan memperhati.kan aspek estetika dan lingkungan; dan 
9. Bentuk penerbitan izin PUMK berupa naskah 1 (satu) lembar. 

D. Syarat-Syarat 
1. Kriteria yang mendapatkan IUMK adalah 

a. Usaha mikro : 
1. Mem.iliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rup iah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau 
2. Memiliki hasil penjuaJan tahunan paling banyak Rp. 30.006.ooci,oo (tiga 

puJuh juta rupiah). 
b. Usaha keciJ 

1. Mem.iliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; a tau 

2 . Memiliki basil penjualan tahunan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga 
puluhjuta rupiah). 

2. Kelengkapan Berkas 
a . menyertakan surat pengantar dari RT terka.it usaha; 
b. menyertakan Kartu Tanda Penduduk; 
c. menyert.akan Kartu Keluarga; dan 
d. menyertakan Pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. 

Ill. Bentuk Formulir Permohonan IUMK 

~ ,, 

1. Maksud Permohonan Izin 
(lingkari angka yang diinginkan) 

II. Ident;itas Perusahaa.n 
1. Nama perusahaan 
2. Bentuk usaha 
3 . Merek (milik sendiri/lisensi) 
4 . a. Alamat perusahaan : 

Jalan / nomor RT/ RW 
Kelurahart/ Desa 
Kecamatan 
Kabupaten 
Provinsi 

1. Memperoleh IUMK 
2. Perubahan Kedudukan 
3 . Perubahan Usaha / nama perusahaan. 
4. Lain-la.in 

..... .. .......................................................... 

... ......... . ...... . . . ..... . ..... . .......... . . . ..... ' •• •• • j • •• • •• 
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b.Jenis tempat usaha 
perusahaan * pilih salah 
satu 
- Milik sendiri 
- Sewa 
- Pedagang keliling 

c. Nornor Telepon/Fax 
5. Nomor Pokok wajib Pajak. 

(NPWP) 
• Bagi usaha yang berbadan 
hukum dan PUMK yang 
memilik.i NPWP 

6 Sarana yang digunakan 

Ill. Identitas pemilik/Direktur 
penanggung jawab perusahaan 
1. Nama lengkap 
2. Tempat, Tanggal Lahir 
3. Alamat Rumah/Tempat 

Ti:nggal (lampirkan photo 
copy KTP) 

4. Nomor Telepon/ Fax 
5. Suami/ Istri 

a. Nama 
b. Kewarganegaraan 

IV. Kriteria perusahaan 
I. Kekayaan bersih tidak 

termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha 

2 . Hasil penjualan tahunan 

V. Kegiatan usaha (Pilih 
satu yang dominan 
jelaskan) 

salah 
dan 

- Pertanian: Pe;nbibitan dsb 
Perteruakan Tan1bak, 
Bu didaya dsb 

- Pertambangan 
penggauan 
batu bata dsb 

dan 
Pembuatan 

Industri pengolahan 
Industri sandang, makan;;m 
kerajinan dan bahan 
bangunan 

- Bangunan Pemborong dsb 
Listrik, gas,lnstalatir, air 
bersih, biogas, mikro gidro 
dsb 

• • • • • • • •• •• •• • I ••••••• • •• •• o • • • • • ' o o o • • • • • • • • • • • • o I •••• • o o I•••••• 
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Bangunan Pemborong ..... ................................... ........................... , .. 
dsbnya 

- Pengangkutan dan komu 
nikasi 

- Keuangan, persewaan dan 
SE ,-:er, .. , ., iasa rv>rusafiaan 
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- Jasa-jasa : Salon, ketring, 
reparasi dsbnya 

VI. Jumlah tenaga kerja 
a. Warga Negara Indonesia 

(WNI) 
b. Warga Negara Asing (WNA) 

VIL Persetujuan Tetangga ..... ··• ..... : · .......... ............................................. . 

. . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . ' ............... ......... ' .................... . 

1. Utara: ................................................ .. 

2. Barat : .................... ............................ .. 

3. Selatan 
......... ' ........................................ . 

4. Timur 

De111ikian Formulir Permohonan ini diisi/ dibuat dengan sebenamya dan 
a~abila dik:emudian hari te:11y.ata keterai:igan tersebut tidak benar, kfmi bersedia 
d1cabut surat IUMK a.tau d1tuntut sesua.1 dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

( .......... ........ ................. .......... ) 

Capdan 
materai 
Rn. 6.000 

Tanda Tangan PUMK/ penanggung 
jawab perusahaan 

Nb.: contoh formulir dapat diubah/disesuaikan Sesuai kebutuhan 
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Contoh Naakah IUMK 

Berdasarkan : 

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 
KECAMATAN KAUR S ELATAN 

Desa Suka Bandung Telp ......... Fax ................ . 
BlNTUHAN 

SURAT IZIN USAHA.MlKRO KEClL 
Nomor: 001/IUMK-KS/VII/2016 

l. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pe.rizinan untuk Usaha Mikro 
danKecil; 
2 . Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman 

pemberian fain Usaha Mikro dan Kecil.; dan 
3. peraturan Bupati Kaur Nomor ...... . Tahun 2016 tentang pendelegasiEµl wewenang 

perizinan Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kabupaten Kaur. 

Dengan ini diberikan lzin Usaha Mikro dan Kecil (JUMK) kepada: 
Nama : Ersan Sahli 
Nomor KTP : 17040528106700 02 
Alamat : Desa Sekunyit Bintuhan 
No111orTelp : 085267101184 

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa: 
Menempati lokasi /domisili, melakukan ke~atan Usah.a baik produksi maupun 
penjualan barang dan jasa, dengan ldentitas : 

Nama Perusahaan 
Bentuk Perusaha.an 
NPWP 
Kegiatan Usaha 
Sarana Usaha 
Aiamat Usaha 
Jumlah Modal Usaha 
Nomor Pendaftaran 

~ 
~ 

: Air lsi Ulang Mineral 
: Perorangan 
: 68562325311000 
: Air Is.i Ulang 
: Milik Sendiri 
: Desa Sekunyit B.intuhan 
: Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh jU:ta rupiah) 
: 001 

Ditetapkan dibintuhan 
Pada tangga1, 

CAMAT KAUR SELATAN 

NIP. 

St, ,R col'IRIAT O. ,iMH lt/',11 ~F:,-EI l K/.Uk 
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La.mpiran II Peraturan Bupati kaur 
Nomor ~ tahun 2016 
Tanggal : ~'-{ Ot:-<'01:>~r 2016 

PENDELEGASlAN WEWENANG PERIZIBAN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) 
KEPADA CAMAT KABUPATEN KAUR 

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN FORMULIR 

VIII. Peagawasaa 
1. Camat melaksanakan kegiatan pengawasan IUMK di wilayah; 
2. Pengawasan dilakukan oleh Camat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 

setahun/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 
3. Pengawasan dan pengendalian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan; 
4. Kegiatan pemantauan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa 

pelaksanaan jenis usaha yang sesuai naskah IUMK; 
S. Kegi.atan penertiban seba:gaimana dimaksud berupa pelaksanaan menjaga 

kebersihan lingkungan dan kepentingan umum; 
6. Camat melaporkan pemberian IUMK kepada Bupati; dan 
7. Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kei,ada Gubernur. 

IX. Peugendalian 
1. PUMK hanya berhak mendapatkan 1 (satu) buah IUMK; 
2 . Camat dapat melakukan pencabutan IUMK; 
3 . Pencabutan IUMK dapat dilah...ikan apabila; 

a. Pemegang IUMK melanggar perundang-undangan yang berlaku; 
b. Perubahan kepemilikan UsahaMikro dan Kecil; 
c. PUMK tidak menjalankan usaha lebih dari 1 (satu) tahun. 

4. PUMK yang berubah Bidang Usahanya, diharuskan untuk memperbaharui 
data!UMK. 

X. Pemblilaan 
1. Hak dan Kewajiban 

a. Hak 
1) Melakukan kegiatan usaha; 
2) Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait 

dengan kegiatan usaha; 
3) Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pernberdayaan dari 

pemerintah atau lembaga lainnnya; dao 
4) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga 

keuangan, bank dan non bank. 
b. Kewajiban 

1) Me.matuhi ketentuan perundang-undangan; dan 
2J Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK 

2. Pembinaan 
Pembinaan dilaksanakan secai,-a berjenjang dengan kriteria sebagai berikut : 
a. Desa melaksanakan pembinaan/ pemberdayaan untuk Usaha Mikro 

dengan omset pertahun sampai dengan Rp. 100.000.000,00; 
b. Kecamatan melaksanakan pembinaan untuk Usaha Mikto dengan ornset 

pertahun diatas Rp. 100.000.000,00; dan 
c. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Ukm melakukan 

pembinaan terhadap Usaha Mikro dengan ornset pertahun diatas Rp. 
300.000.000,00-, 
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